BAB I1

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPERDATAAN ANAK DILUAR
KAWIN MENURUT UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN
PUTUSAN MK 46/PUU- VI111/2010

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang
wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis
dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan

dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.*

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur
ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam
hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip
monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia,
tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi
tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai
ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-

undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.?

1. Menurut KBBI, pernikahan adalah sebagai perjanjian antara laki-laki

dan perempuan untuk menjadi suami istri.>

! Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Presentasi
Pustaka, 2006), him. 106.

2 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), him. 132.

* https://www.onoini.com/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli/ Diakses pada hari
minggu tanggal 1 Juni 2019 Pukul 11:30 WIB.
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2. Prof. Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

3. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut: ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang
pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas
dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani

4. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat
pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan 'dalam hukum Islam
adalah, perkawinan yaituakad yang sangat kuat atau mitsagan
ghalidhan untuk mentaati perintan Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Kata mitsagan ghalidhan ini ditarik dari firman
Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

(0 el e 100 Dlafy i ) 1Kty ol 365 10,10 g
“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan

kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan

* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
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yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil
dari kamu perjanjian yang kuat (mitsagan ghalidhan)”.

Menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam

konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan

menurut para ulama figih sebagai berikut:®

Imam Syafi’i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita
sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan
seksual.

Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan
mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki - laki untuk
melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor
yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz  inkah  yang
bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang -
senang.

Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung
kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata
nikah atau tazwij.

Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah,

mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara

Penterjemah Al-Qur’an, 2004), him. 82.

him. 4.

® Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010),
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berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan

perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban

di antara keduanya.Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih

dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan

sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri
wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata
al-wat’ atau al-istimta’ yang semuanya berkonotasi seks.

B. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai
keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.
Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa
perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.’

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20
November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan Convention on the
Rights of the Childs (CRC), diantara hasil-hasilnya menyatakan bahwa: Anak
adalah setiap orang di;bawah usia 18 tahun, kecuali, berdasarkan hukum yang
berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.®

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Apabila seorang wanita
yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian wanita
itu kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka

jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan

” Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), him.
30.
8 pasal 1 Convention on the Rights of the Childs.
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pria tersebut. Dalam hukum adat, perkawinan serupa tersebut disebut “kawin
tekap malu” (nikah tambelan) agar si anak lahir mempunyai bapak.

Mengenai anak sah ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yang menyatakan: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah.’ Dari ketentuan ini dapat disimpulkan
bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan.

2. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah.

3. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui
bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam
suatu perkawinan yang sah.

Akan tetapi dalam Pasal 42 maupun pasal-pasal selanjutnya tidak
menentukan suatu jangka waktu kehamilan yang menjadi dasar ukuran kelahiran
sebagai anak yang sah. Seolah-olah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini
menganggap setiap anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah dengan
sendirinya dianggap anak  sah  dari; kedua orang: suami-isteri tersebut. Jadi
nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini berpegang pada prinsip bahwa
setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan itu
adalah anak sah dari kedua orang tuanya.

Dengan berpegang pada hal tersebut maka tentunya akan sulit didapat
kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak dari ayahnya. Sehubungan dengan

itu, kalau dilihat kepada ketentuan Hukum Belanda (Undang-Undang Belanda)

® Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), him. 298.
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maka ditetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang paling lama yaitu 300
(tiga ratus) hari dan suatu tenggang waktu kandungan yang paling pendek yaitu
180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal hari perkawinan. Seorang
anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak
yang tidak sah.

Jika seorang anak dilahirkan sebelum lewatnya 180 hari setelah hari
perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu,
kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum
perkawinan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran
dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si
ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai
anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus
berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung
pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun
sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya si.ayah dapat juga menyangkal 'sahnya anak dengan alasan
isterinya telah berzina dengan lelaki lain, apabila kelahiran anak itu
disembunyikan. Disini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah
berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 sampai 300 hari sebelum
kelahiran anak itu. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 yang menyatakan:10

19 1bid, him. 298.
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1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dilahirkan oleh
isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah
berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.

2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan.

Tenggang waktu untuk penyangkalan adalah satu bulan jika si ayah berada

di tempat kelahiran anak, dua bulan setelah ia kembali jika ia sedang bepergian
waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelah ia mengetahui tentang kelahiran
anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah
lewat, si ayah itu tidak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang

diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat
kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak
keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti anak dengan orang tuanya. Oleh
Hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali
khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. lbu:si anak yang disangkal
itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu
dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka Hakim.
Anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan anak luar kawin dan hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga si ibu, sebagaimana bunyi

dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : “Anak yang dilahirkan
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di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”.11

Namun pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut berubah setelah
lairnya putusan Mahkamah Konstitusi.
C. Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VI111/2010 Tanggal 17 Februari

2012

Memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (“UU Perkawinan”) bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak
dibaca. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun
berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus
memberi perlindungan ‘dan. kepastian' hukum yang adil terhadap status seorang
anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak

yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

1 1bid., him. 298.
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D. Anak Diluar Kawin Menurut Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak
yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang
dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak
yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.

2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri
tersebut. Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti
yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 bahwa anak
yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibunya.*?

Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki
mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6
bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari
perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak
dapat dinasabkan kepada. laki-laki 'yang menyebabkan. mengandung. Adapun
Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap
berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat
dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.*?

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai ‘“anak yang lahir di luar

perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam

2 Wahyu Widiana, Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia, (Jakarta : 2001), H. 51.

3 Ahmad Rofig, Figh Mawaris, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.
159- 160.
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hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang
dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami
istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan
orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata
adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain
yang tidak diartikan sebagai anak zina.**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan
yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah
membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang
sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak
tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu
perkawinan yang sah.*®

Semakna dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186
menyatakan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka
yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang
janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang
dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata

adalah :

¥ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga University
Press, 2000), him. 16.

5 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I,
(Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), him. 46.
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1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat
dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan
seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain
(jejaka,perawan,duda,janda) mereka melakukan hubungan seksual dan
melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) yang rumusannya

sama dengan Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

ibunya. Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

1.

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan
perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban
perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di 1i’an (diingkari) oleh suaminya.
Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang
(salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan
yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau

sepersusuan.



